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Perihal + Penjelasan Muhammadiyah sebagai

Badan Hukum

Kepada Yth

Dr. H. Haedar Nashir,M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
JI. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta

10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/1.0/A/2016 tanggal 12 April 2016,
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut
1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar
Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai
Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870
Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan
perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010,

2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah  yang telah
memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan
perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010,
berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum
(Rechtpersoonljjkheid);

b. bahwa Kementerian Hukum dan Hek Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukim
Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Dirti:orat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor
AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian

Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih
bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat
menerima bantuan dari pémerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan
HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dari seluruh tingkatan kepenguruszn dan

seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Statblaad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal
Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan Badan Hukum yang pada pelaksanaanya secara tekhnis diatur pada
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk
mengesahkan cabang dari suatu badan hukum;

b. pada dasarnya Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan
hukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan
amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya,
dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada
Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peratuan Perundang-undangan
yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan,
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/
organisasl otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang telah mendapat
Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang
diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya
ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara tekhnis mengikut! ketentuan
Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta
Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan
Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia kecuali Anggaran Dasar Badan Hukum
tersébut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan
bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;

C. terkait amal/badan /kegiatan uszha yang ada pada Badan Hukum Perkumzt! n,
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didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar deri
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badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan nstansi
terkait vang membidang lingkup kegiatan yang mengacu kepade Ketentuan
Seraturan Perundang-Undangan yér.g berizku;

d. knhusus mengenai bantuan gan/atau hiban yang dilakukan oleh pemerintah Pusat
dan atau Daerah, yang diberiken kepadz Organisasi kernesyarakatan xnususny2
Organisasi Kemasyarakatan Rarbadan Hukum yzng memiliki cabang - £abang di
daerah, saudara dapat melakukan korfirmasi kepada Kementerian Dalam Neger'
sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hipeh sesusi
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2013 Tentang Pemerintahan Daeran.

Demikian agar menjadi makium.

a.n.Menteri Hukum gan.gla:g\Asasi Manusia Republik Indonesia
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DirektyrJenideral/ dministrasi Hukum Umum
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Tembusan,yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
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SURAT KETERANGAN

Nomor 1T4/KET/1.0/A/201 |

Pimpinan Pysat Mubemmedivah dengan inj menerangkan bahwa ‘Aisyiyah merupakan
Organisasi Otonom Khusus (Ortom Khusus) Muhammadiyan sebagaimang tertuang dalum
Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiysh nomor 22/KEP/LO/B/2009. Untuk ity
saws badsn hukum penyclenggaraan seluruh a1mal usaha ‘Aisyiyah dajam bidang
pendidiken, kesebatan, dag sosial, dibawzh satu badag hukum kepemilikan Yyaitu Pimpinan
Pusat M shammadiyah
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